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ABSTRAK 

 

Analisis Perbandingan Corporate Social Responsibility dengan 
Agresivitas Pajak Perusahaan pada PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 
 

Jimmi Rapa 
 Dinar 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan corporate 

social responsibility dengan agresivitas pajak perusahaan pada PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji deskriptif kuantitatif (komparatif) dengan 
membandingkan dana CSR yang digunakan dan tingkat agresivitas 
perusahaan. Tingkat agresivitas pajak di ukur menggunakan ETR. 
    

Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan Corporate Social 
Responsibillity dengan membandingkan biaya CSR dan Agresivitas perusahaan 

menggunakan alat ukur Effective Tax Rate (ETR), namun hasil ETR tidak 
sepenuhnya di pengaruhi oleh CSR . Maka dari itu mengungkapkan bahwa 
kegiatan CSR tidak  seiring dengan agresivitas terhadap  Pajak. Yang dimana  
ketika dana CSR semakin besar  menunjukkan tingkat agresivitas yang rendah, 
hasinya tidak konsisten disebabkan oleh faktor selain CSR. 

 
 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility dengan Agresivitas  
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ABSTRACT 
 
 
 

Analysis of Ratio Corporate Social Responsibility with Corporate Tax 
Aggressiveness at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

 
Jimmi Rapa 

Dinar 
 

The purpose of this study was to analyze the application of corporate 
social responsibility to corporate tax aggressiveness at PT Telekomunikasi 
Indonesia (Persero) Tbk. The method used in this study is a quantitative 
descriptive test (comparative) by comparing the CSR funds used and the 
level of corporate aggressiveness. The level of tax aggressiveness is 
measured using the ETR. 
 

The results of the study show that the disclosure of Corporate Social 
Responsibility by comparing the cost of CSR and the aggressiveness of 
companies using the Effective Tax Rate (ETR) measurement tool, however, 
the ETR results are not fully influenced by CSR. Therefore it reveals that 
CSR activities are not in line with tax aggressiveness. Where when CSR 
funds are getting bigger it shows a low level of aggressiveness, the results 
are inconsistent due to factors other than CSR. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility with Aggressiveness 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu 

kewajiban perusahaan yang bertanggung jawab bukan hanya untuk konsumen, 

pemegang saham ataupun  karyawan. Kini perusahaan juga melakukan program 

CSR kepada lingkungan sekitar. Hal ini sebagai sesuai dengan isi pasal 77 

Undang- undang No.40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab 

sosial, dan lingkungan sumber daya alam dan tidak di batasi kontribusinya serta 

dibuat dalam laporan keuangan. Juga terdapat dalam pasal 15, 17, dan 34 

Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba merupakan 

cermin keberhasilan suatu perusahaan. Akan tapi laba bukanlah satu satunya 

yang menjadi indikator keberhasilan perusahaan secara menyeluruh. Pengelolaan 

perusahaan yang baik turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial saja. 

Sejak saat ini isu mengenai corporate governance mulai berkembang, baik 

pemerintah, investor maupun manajemen perusahaan mulai memberikan 

pemerhatian yang cukup signifikan. Salah satu bentuk implementasi dari konsep 

corporate governance  adalah penerapan Corporate Social Responbility  (CSR). 

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial yang di 

atur Undang-undang . 

Utami (2021:2) menyatakan hubungan antara pemerintah dengan dunia 

usaha dalam konteks CSR bentuk kemitraan. Pemerintah bukan hanya sebagai 

pembuat kebijakan melainkan juga sebagai fasilitator dalam pelaksanaan CSR. 

Salah satunya dalam pemungutan pajak. Perusahaan yang dapat  peduli pada
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 pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut sadar akan pentingnya pajak bagi 

masyarakat pada umumnya, yang mana pemungutan pajak oleh pemerintah di 

gunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Utami (2021:106) menyatakan 

pengusaha menganggap mereka sudah membayar pajak sehingga tanggung 

jawab sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Urip (2010:5) menyatakan bahwa banyak yang melihat CSR sebegai 

pembebanan yang ditempatkan pada suatu organisasi oleh pihak luar, dan 

percaya bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus di pikul sebagai bagian dari 

haknya untuk hidup, sama seperti pajak. Mereka enggan memberikan kontribusi 

ketika mereka merasa harus melakukannya. Secar belum melihat manfaat dari 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebagian besar menganggap kegiatan 

CSR sebagai semacam kemurahan hati yang di berikan kepada masyarakat oleh 

bisnis, dan pemberian tersebut hanya akan di berikan setelah peruisahaan 

mapan,tumbuh dan menguntungkan. Sementara yang lain melihat CSR sebagai 

kewajiban altruistik, semacam moral yang dikenakan pada perusahaan yang 

sukses sebagai semacam deviden bagi masyarakat yang tela membantu mereka 

mencapai kesuksesan. 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, melaksanakan berbagai 

program CSR yang sebagian berfokus pada pendidikan. Melalui infrastruktur dan 

layanan terbaik. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  mendukung 

generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak, membantu guru 

meningkatkan kopotensi khususnya terkait digital dan meningkatkan sarana 

pendidikan di sekolah-sekolah. Sejak tahun 2000, PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk,  memulai program internet  goes to school tersebut yang lebih dari 

70.000 sekolah di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

meningkatkan kompotensi dilakukan dengan menghadirkan bagimu guru 

kupersembahkan dan Indonesia di gital learning. PT Telekomunikasi Indonesia 



3 
 

 
 

(Persero) Tbk,  juga mempresiasi Guru-guru melalui penghargaan My Theacher 

My hero  sebagai program bagi Guru-guru yang berprestasi dalam pemanfaatan 

ICT  di dunia pendidikan. Untuk membangun dunia pendidikan, PT Telekomunikasi 

Indonesia ( Persero) Tbk,  membangun fasilitas Broadband Learning Center di 

lebih dari 4.554 lokasi di seluru Indonesia baik di sekolah. Program CSR peduli 

pendidikan Nasional secara simbolis memberikan bantuan kepada siswa dan Guru 

berupa alat bantu ajar dan beasiswa di berikan kepada Guru dan siswa yang di 

datangkan langsung Riau, Flores, dan Papua yang mewakili wilaya 3T (Terluar, 

terdepan, dan tertinggal). Komitmen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 

untuk membangun pendidikan Indonesia telah di lakukan sejak lama melalui 

beberapa program seperti internet goes to school,bagimu Guru ku persembahkan, 

Indonesia digital learning, My Theacher My Hero, Broadband Learning Center, 

pustaka digital, Employee Volunteer program, dan Anniver Safari. PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, mendukung program pemerintah  dalam 

pemerataan pendidikan di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 

menyuguhkan pendidikan formal dan informal guna meningkatkan mutu 

pendidikan daya saing masyarakat khususnya Papua. Program ini merupakan 

salah satu wujud nyata kehadiran PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di 

tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kualitas generasi penerus 

bangsa. 

Tabel 1.1 
Data Biaya CSR Tahun 2017-2021 

Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
(dalam  Rupiah) 

Tahun Total CSR 

2017 Rp 28.500.000.000 

2018 Rp 39.800.000.000 

2019 Rp 48.500.000.000 

2020 Rp 50.750.000.000 

2021 Rp. 125.000.000.000 
                                 Sumber : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2023) 
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Tabel 1.2 
Data Beban Pajak Penghasilan dan Pendapatan Sebelum Pajak Tahun 2017-

2021 Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
(dalam rupiah) 

No Tahun 
Beban Pajak 
Penghasilan Laba  Sebelum Pajak 

1 2017 9.958.000.000 42.659.000.000 

2 2018 9.426.000.000 36. 405.000.000 

3 2019 10.316.000.000 37.908.000.000 

4 2020 9.212.000.000 38.775.000.000 

5 2021 9.730.000.000 43.678.000.000 
  Sumber: PT Telekomunikasi Indonesia  dan data diolah (2023) 

 
Untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayar, perusahaan akan 

melakukan segala cara melalui manajemen yang di duga cenderung merumuskan 

tindakan agresivitas pajak. Tola (2017:2). Utami (2021:3) juga menyatakan bahwa 

perusahaan yang melakukan tax plenning yang bertujuan untuk menimalkan pajak 

terutang untuk memaksimalkan laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. 

Bagi mereka pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, 

sehingga perlu ada usaha-usaha dan strategi-strategi untuk mengurangi pajak 

tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, bahwa adanya usaha-usaha untuk 

menghindari pajak, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul  “Analisis 

Perbandingan Corporate Social Resposibility dengan Agresivitas pajak pada 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

   

1.2. Rumusan Masalah   

     Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis perbandingan corporate social 

responsibility dengan agresivitas pajak pada  PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk 
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1.3. Tujuan Dan Kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan 

corporate social responsibility dengan agresivitas pajak pada PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan informasi kepada perusahaan bahwa  sikap corporate 

social responsibility akan memberikan dampak secara luas  tidak hanya 

kepada kinerja perusahaan saja tetapi juga terhadap pajak. 

b. Memberikan pengetahuan kepada pembuat kebijakan pajak agar bias 

membuat kebijakan yang meminimalkan tindakan agresivitas pajak. 

 

 

.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitiminasi 

Dalam mempertahankan hidup, perusahaan sangant bergantung pada 

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroprasi. Karena teori ini 

menyatakan sebuah organisasi harus meyakinkan masyarakat sekitar bahwa 

mereka melaksanakan oprerasi sesuai dengan peraturan norma-norma sosial 

yang berlaku.  Jika perusahaan tersebut mampu meyakinkan masyarakat 

sekitar maka, perusahaan tersebut sudah di nyatakan mendapatkan legitimasi 

dari masiyarakat sekitar. Kegiatan CSR dilakukan perusahaa untuk 

mendapatkan legitiminasi masyarakat sehingga kegiatan perusahaan dapat 

berjalan dengan lancar. Perusahaan yang mendapatkan legitiminasi di 

harapkan tidak merugikan atas langkah yang telah diambil yang 

mengakibatkan hilangnya legitiminasi perusahaan di mata masyarakat dan 

merusak citra perusahaan yang dapat menggangu proses oprasional 

perusahaan. 

Sudiro (2018:102) berpendapat bahwa legitiminaasi adalah 

kemampuan seseorang untuk memengaruhi karena posisinya. Seseorang 

Syang mempunyai kekuasaan lebih tinggi, memiliki kekuasaan atas orang-

orang yang lebih rendah kedudukannya. Legitiminasi mengandalkan posisi 

kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan seleras 

dengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi (2018:105). 

Teori  legitiminasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi harus 

meyakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka beroperasi sesuai dengan
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batasan-batasan dan norma yang berlaku. Perusahaan yang dapat 

meyakinkan masyarakat sekitar mengenai kegiatan operasi perusahaan, 

perusahaan tersebut di anggap telah mendapatkan legitiminasi dari 

masyarakat tersebut. 

2.1.2 Teori Stakeholder  

Ada begitu banyak cara yang bisa di lakukan oleh perusahaan untuk 

membangun relasi yang bai dengan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan 

kegiatan CSR. Jika semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan 

CSR maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang 

peduli lingkungan. Selain bertanggung jawab dengan lingkungan perusahaan 

juga bertanggung jawab dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah 

dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah di 

tetapkan tanpa melakukan ragresivitas pajak. 

Teori stakeholder menjelaskan tentang keterkaitan antara perusahaan 

menjalankan aktivitasnya dengan para pemegang saham, kreditur, 

pemerintah, masyarakat,konsumen dan pihak lain (stakelholder). Tola 

(2017:15) menyatakan bahwa stakelholder mengacu pada individu atau 

kelompok yang memiliki adil di sebuah organisasi tersebut. Dan juga dapat di 

artikan bahwa dalam beroperasi perusahaan tidak hanya membutukan 

dukungan internal melainkan juga membutuhkan dukungan dari eksternal atau 

pihak luar. 

Saat ini, pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas bisnis yang 

di dasarkan pada teori keagenan (agency theoy) yaitu tanggung jawab 

perusahaan yang hanya beriorientasi kepada pengelola (agent) dan pemilik 

(principle)mengalami perubahan kepada pandangan manajemen modern yang 
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di dasarkan teori stakeholder. Teori stakeholder yaitu terdapatnya peluasan 

tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian 

tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengtan pola (setting) lingkungan 

sosial dimana perusahaan berada. takeholder mengacu pada setiap individu 

atau kelompok yang mempertahankan adil/kepentingannya di sebuah 

organisasi sama seperti cara shareholder  yang memiki saham/obligasi di 

organisasi tersebut  

Gray,Kouhy dan Adams (*1994, p 53) dalam Utami (2021) mengatakan 

bahwa : “kalangan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder 

dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktifitas perusahaan adalah 

untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar 

usaha perusahaan untuk berdaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai 

bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. 

Menurut Wikipedia, Teori Stakeholder di artikan sebagai : “a theory of 

organizational management and business ethics that addrsses morals and 

values in managing an organization”. Atau dengan kata lain teori stakeholder 

adalah teori etika manajemen dan bisnis organisasi yang membahas moral dan 

nilai-nilai dalam mengelola organisasi.  

2.1.3 Teori corporate social responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility pertama kali muncul dalam diskursus 

resmi akademik sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya berjudul  social 

responsibility of businessman pada tahun 1953. Ide CSR yang di kemukakan 

Bowen mengacu pada kewajuban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya 

sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak di capai masyarakat di 

tempat perusahaannya beroprasi (Tola, 2017). Utami (2021) menyatakan 
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bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah di kenal sejak awal 

1970, yang secara umum di artikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik 

yang berhubungan dengan stakeholder, pemenuhan ketentuan hokum, 

penghargaan masyarakat,lingkungan,serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Corporate Social 

Responsibility). 

Sejak pertengahan 1990-an gagasan CSR telah di kaitkan dengan hal 

corporate citizenship keberlanjutan perusahaan dan triple bottom line. Istilah 

corporate citizenship menggambarkan keterlibatan perusahaan dengan 

stakeholder daripada pemegang saham saja. Keberlanjutan perusahaan 

mengacu pada perilaku perusahaan yang mungkin mempengaruhi 

perkembangan berkelanjutan yaitu, aktivitas perusahaan yang menciptakan 

peluang untuk pengembangan berkelanjutan. Triple bottom line biasanya 

mengacu pada keseimbangan dan kenaikan yang sama dengan kepentingan 

ekonomi,sosial dan lingkungan dari sebuah bisnis (Bichta, 2003). 

Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan 

perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi keuagan, 

sosal, dan aspek lingkungan yang biasa disebut (triple bottom line). Sinergi tiga 

elemen ini merupakan kunci konsep dari pembangunan berkelanjutan (Siregar, 

2007). Implementasi Corporate Soial Responsibility (CSR) merupakan 

perwujudan komitmen yang di bangun oleh perusahaan untuk memberikan 

kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Susiloadi, 2008). 

Ada banyak ragam penafsiran tentang CSR. Definisi CSR yang berlaku 

saat ini medukung bahwa perusahaan harus terlibat dengan para stakeholder 

untuk penciptakan nilai jangka panjang. Hal ini bukan berati bahwa para 
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pemegang saham tidaklah penting, atau profitabilitas yang tidak penting untuk 

kesuksesan bisnis. Sebaliknya, agar perusahaan dapat bertahan dan 

menguntungkan, maka harus terlibat dengan berbagai  stakeholder yang 

pandangannya terhadap keberhasilan perusahaan sangat bervariasi (Bichta, 

2003) dalam Utami (2021). Menurut Baker (2003) dalam Utami (2021) CSR 

adalah   tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk 

menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. 

Sementara definisi CSR menurut Wikipedia Indonesia menyatakan bahwa 

:”Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

adalah suatu konsep  bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) 

perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham,komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional. 

The world bissines council for sustainable development (WBCSD), 

Lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 memberikan defenisi CSR 

sebagai: “ countinuing commitment by business to behave ethically and 

contribute to economic development while improving the quality of the life of 

the workforce and their families as well as of the local community and society 

at large.” dengan kata lain dapat di jelaskan bahwa CSR merupakan komitmen 

berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan 

kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas local, dan masyarakat 

luas. 

Defenisi lain mengenai CSR juga dikemukakan oleh world bank yang 

memandang CSR sebagai : “The commitment of business to contribute to 
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sustainable economic development working with employeesand their 

representatives the local community and society at large to improve quality of 

life, in ways that are both god for business and good for development.” Atau 

dengan kata lain dapat di jelaskan sebagai komitmen perusahaan untuk 

berkontribusi terhadap pekerjaannya pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas 

setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, 

denga cara yang baik dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk 

pembangunan. 

Utami (2021) mengatakan  bahwa dalam proses perjalanan CSR 

banyak masalah yang  di hadapinya, di antaranya adalah: 

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik  di masyarakat. 

2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara depertemen hokum dan HAM 

dengan depertemen perindustrian mengenai CSR di kalangan 

perusahaan. 

3. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan 

perusahaan. 

2.1.3.1 Pengertian Corporate Social Responsibility 

CSR biasa diartikan sebagai usaha dari perusahaan untuk menaikkan citra 

dimata masyarakat melalui amal baik secara eksternal maupun internal.Ide dasar 

CSR yang diungkapkan oleh Randing (2015) bahwa mengacu pada kewajiban 

pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan 

yang hendak dicapai masyarakat ditempat perusahaannya beroperasi.Ia 

menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu untuk meyakinkan dunia usaha 

tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui kinerja finansial 
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perusahaan. Ia mengemukak an prinsip-prinsip tanggung jawab sosial 

perusahaan. Prinsip-prinsip yang diemukakan mendapat pengakuan publik dan 

akademisi sehingga Horward R Bowen dinobatkan sebagai “Bapak CSR”. 

Pemikiran Bowen inilah yang menjadi acuan dasar para ahli dalam mendefinisikan 

CSR. 

Menurut versi the world business council for sustainable development 

(WBCSD) In fox, world bank, (2002) definisi CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan, adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, bekerja denan para karyawan perusahaan, keluarga 

karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas 

kehidupan. 

CSR juga dijadikan sebagai kekuatan perusahaan agar dapat lebih unggul 

dari pada pesaing dalam mendapatkan keuntungan. Apabila suatu perusahaan 

mampu menerapkan kebijakan CSR, maka pesaing akan terlibat juga daam 

menerapkan CSR dan apabila pesaing tidak menerapkan CSR maka perusahaan 

tersebut akan kehilangan loyalitas pelanggan. Dan tidak jarang pula ada 

perusahaan yang menerapkan CSR karena mereka percaya bahwa CSR memang 

benar untuk diterapkan .Tola (2017:19) menyatakan bahwa CSR dianggap 

sebagai suatu faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Menurut para pengkritik CSR Pearch dan Robinson (2013: 61) bahwa 

perusahaan yang berperilaku bertanggung jawab secara sosial, dan portofolio 

yang terdiri atas saham perusahaan-perusahaan tersebut akan memperlihatkan 

kinerja keuangan yang lebih buruk dibandingkan perusahaan yang tidak. Menurut 

mereka, biaya CSR melampaui manfaat yang diperoleh perusahaan 
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individual.Selain itu, teori portofolio tradisional berpendapat bahwa investor 

meminimalkan resiko dan memaksimalkan imbal hasil dengan memiliki 

kemampuan untuk memilih dari peluang investasi yang tidak terbatas jumlahnya. 

Para pendukung konsep ini berpendapat bahwa biaya CSR dikompensasi dalam 

jangka panjang dengan membaikknya citra perusahaan serta meningkatkan nama 

baik perusahaan dimata masyarakat. 

Menurut Ilham (2018) CSR adalah tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaaan sebagai bentuk tanggung jawab pada sekitar perusahaan agar 

melakukan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan pemerintah karena apabila 

tidak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.Salah satu elemen paling penting dari tanggung jawab sosial adalah 

hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah Elbert dan Griffin (2015:65). Berarti 

perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan baik berupa tindakan 

kemanusiaan maupun menciptakan lapangan kerja.Pada dasarnya 

pengungkapan CSR memiliki tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat 

tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap 

masyarakat sekitar.Randing (2015:8) mengartikan CSR sebagai “kepedulian 

perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kep+entingan 

pembangunan manusia (people) dan lngkungan (planet) secara berkelanjutan 

berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) 

adalah komitmen perusahaan dalam mensejahterakan lingkungan operasional 

perusahaan dengan meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. 
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2.1.3.2 Manfaat Corporate Social Responsibility 

Berikut adalah beberapa manfaat CSR terhadap perusahaan Adriati 

(2012), yaitu: 

1) Meningkatkan Citra Perusahaan 

Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal 

perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang 

baik bagi masyarakat. 

2) Memperkuat “Brand” Perusahaan 

Melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen 

deengan cara membagikan gratis, dapat menimbulkan kesadaran 

konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan posisi brand perusahaan. 

3) Mengembangkan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan 

 Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu 

mengerjakan sendiri,jadi harus dibantu dengan para pemangku 

kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat dan universitas local. 

Maka perusahaan akan membuka relasi yang baik dengan para pemangku 

kepentingan tersebut. 

4) Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya 

  Jika CSR  dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai 

kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat 

membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa 

yang sama. 

5) Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh 

Perusahaan 
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Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan 

memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala 

dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan peran dan posisiperusahaan dalam bisnis global. 

6) Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan Bagi Perusahaan 

Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya 

berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga 

penyedia dana, seperti perbankan lebih memprioritaskan pemberian 

bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.  

7) Meningkatkan harga saham  

Jika perusahaan rutinmelakukan CSR yang sesuai dengan bisnis 

utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat 

bisnis (investor, reditur dll), pemerintah, akademis maupun konsumen akan 

makin mengenal perusahaan. Maka pemerintah terhadap saham 

perusahaan akan naik dan otomatis harga saham juga meningkat. 

Urip (2010:64) mengemukakan beberapa kebutuhan internal perusahaan 

dalam melaksanakan CSR yaitu: 

1) mempromosikan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang 

berkelanjutan. 

2) Visi dan komitmen perusahaan dan karyawannnyayang bertanggung 

jawab untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi mikro yang 

berkelanjutan, dengan berbagai praktik terbaik maka membuat 

lingkungan memiliki nilai yang lebih tinggi. 

3) Kepercayaan Perusahaan tidak hanya sampai disitu tetapi selain 

pelayanan yang baik dan produk yang baik juga di butuhkan kontribusi 
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lingkungan yang membuat lokasi menjadi nyaman ditempati untuk 

membangun kediaman disekitar itu. 

4) Nilai-nilai spiritual karyawan. 

2.1.4.3 Jenis Corporate Social Resposubility (CSR) 

Menurut Adriati (2012) ada 4 jenis corporate social responsibility (CSR), 

yaitu : 

1) Bidang Pendidikan 

CSR di bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan beasiswa kepada 

pelajar dan mahasiswa dari SD,SMP, SMA, D3, S1, S2 dan S3. Beasiswa 

yang diberikan terdiri dari dua macam ada beasiswa prestasi dan ada 

beasiswa kurang mampu yang diberikan untuk mewujudkan tanggung 

jawab perusahaan di bidang pendidikan. 

2) Bidang Kesehatan 

CSR dalam bidang kesehatan yaitu memberikan biaya gratis kepada 

masyaraat yang kurang mampu di daerah yang telah disetujui antara 

pemerintah daerah setempat dan perusahaan itu sendiri. Kebijakan 

tersebut sangat membantu masarakat untuk dapat berobat secara gratis 

dan lebih mensejahterahkan kehidupan sekitar. 

3) Bidang Ekonomi 

CSR dalam bidang ekonomi yaitu melalui program kemitraan, dengan 

memberikan pinjaman tunai untuk pengembangan usaha bagi pengusaha 

skala mikro, kecil dan menengah dengan bunga yang sangat kecil. 

Bantuan pinjaman dana usaha ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 

perusaan kepada masyarakat, khususnya dibidang ekonomi. 

4) Bidang Kelestarian Lingkungan 
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CSR dibidang ini yaitu merehabilitasi lingkungan yg terpolusi udara dan 

pengikisan tanah pasca yang dilakukan perusahaan dengan cara 

menanam pohon disempanjangb jalan untuk memperbaiki siklus udara dan 

penimbunan kembali untuk lahan yang telah digali untuk produksi 

berkelanjutan. 

2.1.4.4 Saran Praktis dalam melaksanakan CSR 

Urip (2010:65-67) dalam Utami (2021) mengatakan bahwa diperlukan 

pertimbangan yang cermat sebelum memulai akivitas CSR. Aktivitas yang 

dipilih juga harus dimulai dalam batas pengafruh terdekat, adapun yang perlu 

dilakukamn dalam melaksanakan CSR sebagai berikut: 

1) Memastikan komitmen batas atas-bawah dari CEO dan dewan serta 

mengamankan tata kelola prusahaan yang baik dalam organisasi. 

a. Memulai “focus diskusi kelompok” diantara pemangku kepentingan yaitu 

semua kelompok dan individu yang berhubungan dengan bisnis (mitra 

bisnis, pemerintah dan regulator, konsumen,masyarakat dan komunitas, 

media, organisasi non pemerintah (LSM)) karna orang-orang ini dapat 

mengidentifikasi titik lemah dan kuat, kegagalan dan keberhasilan aspek 

sosial, lingkungan dan ekonomi perusahaan (analisis SWOT bisnis) 

b. Strategi dasar CSR harus ditetapkan di tingkat eksekutif sehingga Anak 

perusahaan bisa mengadopsi strategi ini sesuai dengan lingkungan 

setempat. Namun demikian,akuntabilitas pelaksanaannya tetap berada 

pada divisi dan anak perusahaan, yang dapat mengubah program CSR 

sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kapasitas dan 

kapabiltas usaha untuk menggunakan pengetahuan dan menjamin 

keberhasilan program. 
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c. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat atau citra program 

pembangunan (pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, 

mengubah kebiasaan) dan dalam pengembangan rantai nilai bisnis 

(transfer teknologi dan sistem, jaminan kualitas, dan berbagai tata kelola 

perusahaan yang baik dengan semua mitra) menghasilkan kesempatan 

kerja yang lebih luas, sehingga menciptakan kekayaan dan 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi mikro 

yangberkelanjutan. 

2) Dalam hal program CSR, seperti program lingkungan yang memberikan 

manfaat tidak langsung yang nyata bagi perusahaan, disrankan untuk 

membentuk unit CSR didalam perusahaan yang benar-benar terpisah dari 

operasi, tetapi pastikan bahwa semua rencana, anggaran, pengendalian, 

dan pelaporan mengikuti prinsip-prinsip GCG dan dimasukkan kedalam 

“rencana jangka panjang” bisnis. Pemantauan perlu dilakukan melalui 

survei keselamatan dan lingkungan untuk mengukur penerimaan 

masyarakat dan citra perusahaan, dan untuk memberikan jaminan yang 

wajar kepada pemangku kepentingan. 

3) Mendefinisikan komunitas dan program pengembangan kapasitas yang 

mencakup dukungan pendidikan dasar dan studi kejuruan, keamanan 

lingkungan, kesejahteraan komunitas, kesehatan dan keselamatan publik. 

Para teladan membantu masyarakat membangun dan melatih pemadam 

kebakaran dan infrastruktur yang lengkap. 

4) Peduli lingkungan melalui mendukung perubahan perilaku atau perubahan 

pola pikir (misalnya, menghentikan pencemaran sungai dan kanal dengan 

sampah untuk menghindari banjir. Atau melakukan rekondisi tanah dalam 
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kasus penambangan, pengelolaan limbah dan air, pengurangan limbah 

dan sebagainya. 

5) Membentuk aliansi dengan LSM, pemerintah pusat, atau daerah, lembaga 

pendidikan, dan media. 

6) Menerapkan praktik terbaikbisnis-jaminan kualitas produk, tatakelola 

perusahaan yang baik dank ode etik, praktik anti korupsi keunggulan 

operasional, kepedulian terhadap lingkungan dengan semua mitra dan 

sebagainya. 

7) Bekerja sama dengan perusahaan lain dalam mempromosikan tata kelola 

perusahaan yang baik dan kegiatan CSR melalui seminar dan lokarya 

bersama-sama serta bimbngan dan pendampingan proses implementasi. 

8)  Untuk memastikan pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan atas 

pelaksanaan program, untuk belajar dari kesalahan dan pencapaian untuk 

maju dan mendapatkan manfaat maksimal dari menjadi lebih sadar dan 

bertanggung jawab secara sosial, dan untuk mengeluarkan pelaporan 

berkelanjutan mengikuti standar global reporting intiatve. 

9)   Pelaporan kegiatan yang efektif harus diungkapkan dengan jelas di media 

untuk mendorong lembaga dan perusahaan lain untuk mengikutinya. 

Meskipun perhatian publik tentang tanggung jawab sosial, dan lingkungan 

perusahaan telah meningkat pesat, kesadaran akan praktik yang 

bertanggung jawab masih rendah dan orang ingin tau lebih banyak. 

2.1.4.5 Undang yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Peraturan yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu sesuai 
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dengan isi pasal 74 Undang-undang perseroan terbatas (UUPT) nomor 40 

Tahun 2007: 

Ayat (1) : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Ayat (2) : Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biayaya perseroan yang pelaksanaanya 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

Ayat (3) : Perseroan yan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di 

maksudpada ayat(1) di kenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah. 

2.1.5  Agresivitas Pajak 

 Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi 

masyarakat dan sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam 

membantu mendanai persediaan barang publik dalam masyarakat, termasuk 

hal-hal seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, 

transportasi umum, dan penegakan hukum (Friese,dkk,2008 dalam Lanis dan 

Richardson, 2012). Akhirnya, seperti yang di tunjukan oleh William (2007) 

dalam Lanis dan Richardson (2007), isu yang paling signifikan yang timbul 

dalam menerapkan prinsip-prinsip CSR untuk pajak perusahaan meliputi 

tindakan-tindakan yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui 

penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak. Seperti yang di 
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ungkapkan oleh Balakrishnan,et.al. (2011) bahwa perusahaan terlibat dalam 

berbagai bentuk perencanaan pajak untuki mengurangi kewajiban pajak yang 

di perkirakan. 

Tola, mendefinisikan agreresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan 

pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak 

yang efektif. Tidak ada definisi atau pun ukuran agresivitas pajak yang dapat 

diterima secara indiversal. Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih 

spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk 

menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, et. Al (2011) 

menyatakan bahwa perusahaan yang agresivitas terhadap pajak di tandai 

dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (2008) 

yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukan bahwa 

agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah. 

Tola  (2021) mendifinisikan agresivitas pajak pengasilan badan (sering 

disebut sebagai penghindaran pajak) sebagai tingkat yang paling akhir dari 

spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Utami (2021) menyatakan 

: “Between tax avoidance and tax evasion, there exist  potential gray area of 

aggressiveness. This gray area exist because there are tax shelters beyond 

what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically 

addres all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax 

avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all 

transactions. Therefore, aggressive transactions and decision-making may 

potentially become either tax avoidance or tax evasion.” Dari kutipan di atas 

dapat di simpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusaan yang agresif 
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mungkinsecara potensial dapat menjadi sebuah masalah penghindaran pajak 

maupun penggelapan pajak. 

 Watson (2011) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat di definisikan 

sebagai : “The main purpose of the activity or activities that are the object of 

tax planning is to avoid paying taxes or to lower taxes significantly, and the 

commercial reason for that activity,if any, is marginal.”  Dari kutipan di atas 

dengan kata lain dapat di jelaskan bahwa tujuan utama dari akifits 

perencanaan pajak adalah menghindari pembayaran pajak atau atau membuat 

rendah beban pajak yang di bayarkan secara signifikan. Sari dan Martani 

(2010) menyatakan bahwa beban pajak yang di pikul oleh subjek pajak badan, 

memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan jadi 

mutlak di perlukan untuk perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan 

pajak yang baik dan tentu saja harus legal, akan mampu mendorong 

perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. 

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresifitas pajak, antara lain 

Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences, Discretionary Permanent 

BTDS (DTAX), Unrecognize tax benefit, Tax shelter activity, dan marginal tax 

rate. Rego dan Wilson (2008) menyatakan bahwa tidak ada proksi agreivitas 

pajak yang dapat menangkap secara sempurna adanya agresivitas pajak. 

Beberapa penelitian seperti Timoty (2010), Balakrishnan, dkk (2011), serta 

Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur aggresivitas 

pajak. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, 

antara lain penelitian terdahulu seperti penelitian yang di lakukan oleh 

Slemrod, 2004; Dyreng et al,2008; Robinson et al, 2010; Armstrong dkk 
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mengunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi 

yang paling banyak di gunakan dalam literatur, dan nilai yang lebih rendah dari 

ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, 

perusahaan- perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan 

mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba 

akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. 

 Dengan demikian, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas 

pajak. Selain itu, dalam penelitian ini juga mmengunakan proxy  Book Tax 

Defference (BTD) sebagai proksi pengukuran alternatif agresifitas pajak untuk 

memperkuat hasil empiris penelitian ini. Book Tax Difference menggambarkan 

selisi antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara 

laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak diperusahaan pada umumnya 

menunjukan perilaku agresif terhadapa pajak yang lebih besar.( Desai dan 

Dharmapala, 2006; Frank et al., 2009, Lanis dan Richardson, 2011).  

2.1.6 Peraturan Perpajakan di Indonesia  

Pajak merupakan iuran yang di berikan rakyat kepada Negara sebagai 

wujud kontribusi dalam pembangunan nasional, dimana rakyat tidak dapat 

mendapatkan imbalan secara langsung dan penyelenggaraan diatur di dalam 

Undang-undang. Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan 

salah satu objek pajak penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara 

melalui pajak penghasilan badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara pemakaian pasal 1 angka 3, badan adalah 
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sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau 

BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan betuk badan lainnya, 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. UU No. 28 Tahun 

2007 merupakan perusahaan UU No. 16 Tahun 2000, UU No.9 Tahun 1994 

dan UU No. 6 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. 

Sementara PSAK 46 (revisi 2010) merupakan revisi dari PSAK 46 yang 

menyatakan bahwa pajak penghasilan mengatur bagaimana entitas 

menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Revisi 

dilakukan dengan menyesuaikan PSAK dengan IAS 21 tentang income taxes. 

ketentuan dalam PSAK 46 secara umum mengikuti praktik umum yang berlaku 

secara internasional. Undang – undang No.36 Tahun 2008 merupakan 

perubahan UU No.17 Tahun 2000, UU No.10 Tahun 1994 , UU No.7 Tahun 

1991 dan UU No.7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Yang menjadi 

dasar mengenai pajak PPH badan adalah sebesar laba bersih kena pajak 

tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

2.1.7 Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan 

Adapun beberapa kewajiban Pajak dalam Perpajakan antara lain: 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokjok  

Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan 

penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kenapajak atau ekspor 

barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1994, maka 

wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk di kukuhkan menjadi 

pengusaha kena pajak  (PKP). Pada pasal 2 ayat (4) UU No.28 Tahun 
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2007 menyatakan bahwa Dirjen pajak menerbitkan NPWP dan /atau 

mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melakukan 

kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan /atau (2) 

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang 

terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU No.28 tahun 2007, yaitu WP orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP 

badan Indonesia,wajib menyelenggarakan pembukuan . 

3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, di antaranya  

a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29); 

b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atau penghasilan orang 

lain (PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22,PPh Pasal 23/26 , dan PPh 

final); 

c. Kewajiban memungut PPN dan / atau PPn BM (jika ada) yang khusus 

berlaku bagi pengusaha kena pajak. 

d. Kewajiban menyampaikan surat pemberithuan (SPT). 

e. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak. 

f. Kewajiban membuat factor pajak 

g. Kewajiban melunasi bea materai. 

Sementara kegiatan CSR yang dapat menjadi tax deductible terbatas 

hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 

2008. UU No. 36 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan 

untuk kegiatan CSR,akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya 

yang  bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaiatan dengan isu 

konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak 

asasi manusia. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain 

biaya promosi,biaya beasiswa, biaya magang, dan pelatihan, biaya kupon 
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makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban 

pengolahan limbah, cadangan biaya. 

Inventory intensity atau biasa disebut juga dengan intensitas persediaan 

merupakan salah satu komponen menyusun komposisi aktiva yang di ukur dengan 

membandingkan antara total persediaan total asset yang dimiliki perusahaaan. 

(Zimmerman,1983, p.130) dalam Richarson dan Lanis (2012) dan Costa et al 

(2012) menyatakan bahwa investory intensity  merupakan subtitusi dari capital 

intensity. Perusahaan yang memiliki intensitas yang tinggi biasanya memiliki ETR 

yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan 

tidak dapat melakukan hal yang serupa ketika peruahaan intensitas modal yang 

tinggi yakni dalam hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam 

penghasilan kena pajak. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

a.  Penelitian yang dilakukan oleh Tola (2017) yang berjudul “ Pengaruh 

corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak”.Secara empiris 

hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak. 

b. Utami (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Corporate 

Social Responsibility terhadap Agresivitas pajak”. Dengan hasil, variabel 

pengungkapan corporate social responsibility berdampak negatif terhadap 

agresivitas pajak. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini ingin 

dilaksanakan untuk menguji Analisis CSR terhadap Agresivitas Pajak. Oleh karena 

itu dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Gambar 2.1 Memberikan gambaran singkat mengenai penelitian ini, PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, sebagai objek penelitian yang 

melakukan kegiatan corporate social responsibility, yang berdampak pada 

agresivitas pajak perusahaan sehingga hasil studi ini dapat memberikan 

kesimpulan dan saran kepada perusahaan serta dapat digunakan sebagai 

referensi dalam melakukan corporate social responsibility. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam 

melakukan pengumpulan data penelitian.  Metode penelitian pada umumnya 

adalah sebuah prosedur yang bersifat ilmiah dalam mendapatkan data yang ingin 

digunakan untuk kepentingan tertentu. Data diperoleh dengan menggunakan 

aturan yang sesuai untuk menghasilkan data yang valid dan dapat layak untuk di 

olah.  

Pada panelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah data 

kauntitatif. Data kuantitatif merupakan sekumpulan fakta terkait dengan suatu hal 

yang dijabarkan dalam bentuk angka, kemudai dilakukan analisis dengan 

pendekatan statistika dalam tahap mengatur, mengolah, penyajian data, serta 

menganalisis untuk menghasilkan gambaran tentang suatu keadaan dalam 

lingkup populasi tertentu.  

Berdasarkan karakteristik masalah yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan bahawa penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 

kuantitatif.  

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Pelaksaan penelitian ini  dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI). Sedangkan waktu 

yang dibutuhkan selama penelitian dimulai dari pengumpulan data hingga 

rampungnya data adalah kurang lebih satu bulan pada bulan  April  2023
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3.3 Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

(komparatif) yang berupa laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk di ambil dari idx.co.id 

2. Sumber Data  

Sumber data yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk  Tahun 2017-2021 di ambil dari idx.co.id 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data-data yang 

akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu dengan cara pengambilan data di Bursa Efek Indonesia (BEI) di 

idx.co.id 

2. Metode Studi Kepustakaan 

           Yaitu  dengan  melakukan  telah  pustaka,  eksplorasi dan mengkaji 

berbagai literaur pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah literatur, dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Metode Dokumentasi 

Yaitu metode dengan mencatat dan mengumpulkan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia 

(persero) Tbk 

3.5 Analisis Data 

1. Corporate social responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada lingkungan sebagai bentuk tanggung 
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jawab sosial terhadap lingkungan sekitar diluar dari kegiatan utama 

perusahaan. 

2. Agresivitas pajak 

Agresivitas pajak merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Penelitian ini mengukur 

agresivitas pajak dan proksi utama dri penelitian ini adalah Effective Tax 

Rate (ETR) yang dihitung dari: 

Beban pajak penghasilan 
ETR= 

Laba Sebelum Pajak 
 

ETR menggambarkan presentase total beban pajak perusahaan yang 

dibayar dari seluruh total Laba sebelum pajak yang dimiliki perusahaan. 

Semakin kecil/rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap 

semakin agresif terhadap pajak. 

 

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari 

suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil 

penelitian.Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (komparatif). 

Dengan menggambarkan biaya corporate social responsibility perusahaan 

dan mencari tingkat agresivitas pajak. Melalui Tax Planning CSR sebagai 

pengurangan pajak terutang yang akan mengurangi jumlah beban pajak secara rill 

bagi perusahaan yang melaksanakannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambar Umum Unit Penelitian  

4.1.1 Sejarah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah suatu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa Telekomunikasi. PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menyediakan sarana dan jasa layanan 

Telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah 

di seluruh Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia 

pertama kali berawal dari sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan pos 

dan telegrap yang didirikan kolonial Belanda pada tahun 1882. Pada tahun 1905 

pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan Telekomunikasi sebanyak 

tiga puluh delapan perusahaan. Kemudian pada tahun 1906 pemerintah Hindia 

Belanda membentuk suatu jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (Post, Telegraph 

en Telephone Dienst/ PTT). 

Pada tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan, Negara Pos 

dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965 pemerintah 

memisahkannya menjadi perusahan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan 

perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Perusahaan 

perusahaan menyelenggarakan Negara Umum yang Telekomunikasi Nasional 

dan Internasional. Pada tahun 1980, Indonesia mendirikan suatu badan usaha 

untuk jasa Telekomunikasi Internasional yang bernama PT Indonesian Satelite 

Corporation (INDOSAT) yang terpisah dari PERUMTEL. 

Pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.3/ 1989 

mengenai Telekomunikasi, yang isinya tentang peran swasta dalam 

penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada tahun 1991 PERUMTEL berubah bentuk 



 
32 

 

 
 

menjadi perusahaan perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan 

PP No.25/ 1991 sampai sekarang. perubahan di lingkungan PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk terus berlanjut mulai dari perusahan jawatan sampai 

perusahaan public. perubahan-perubahan besar terjadi pada tahun 1995 meliputi 

(1) Restrukturisasi Internal; (2) Kerjasama Internal; (3) Intial Publik Offering (IPO). 

Jenis usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah penyelenggara 

jasa. Pada tanggal 1 Juli 1995 organisasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk berhasil menrekstruktur jenis jasa Telekomunikasi menjadi tujuh divisi regional 

dan satu divisi network yang keduanya mengelola bidang usaha utama. 

Di luar layanan telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk juga berbisnis di bidang multimedia berupa konten dan aplikasi, melengkapi 

portofolio bisnis perusahaan yang disebut TIMES. Bisnis telekomunikasi adalah 

fundamental platform bisnis perusahaan yang bersifat legacy, sedangkan 

portofolio bisnis lainnya disebut sebagai bisnis new wave yang mengarahkan 

perusahaan untuk terusberinovasi pada produk berbasis kreatif digital. 

4.1.2  VISI DAN MISI 

a. VISI 

Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. 

b. MISI 

1) Mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang 

berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses seluruh masyarakat. 

2) Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong 

kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 

3) Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital 

pelanggan terbaik. 
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4.1.3 Tanggung jawab social perusahaan 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk 

melaksanakan bisnis yang beretika, sehingga terjalin hubungan yang fair dan 

sehat dengan seluruh stakeholder perusahaan. Komitmen dan tatakelola bisnis 

yang beretika ditelkom, tertuang pada kebijakan direksi nomor 

PD.201.01/r,.00/PS150/COP-B0400000/2014 Tanggal 6 mei 2014 tentang etika 

bisnis dilingkungan Telkom group. 

Selama tahun 2019, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

melaksanakan berbagai program CSR-PR yang sebagian berfokus pada 

pendidikan. Melalui infrastruktur dan pelayanan terbaik, PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk mendukung generasi muda untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak, membantu guru meningkatkan kompetensi khususnya 

terkait digital dan meningkatkan sarana pendidikan di sekolah-sekolah.  Sejak 

tahun 2000, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk memulai program 

internet goes to school yang tersebar di lebih dari 70.000 sekolah di Indonesia. 

Komitmen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan 

kompetensi dilakukan dengan menhadirkan program bagimu guru 

kupersembahkan dan Indonesia digital learning. Telkom juga mengapresiasi guru-

guru melalui penghargaan my teacher my heroI sebagai program penghargaan 

bagi guru-guru berprestasi dalam pemanfaatan ICT didunia pendidikan.  

Bagi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, program kemitraan dan 

Program bina lingkungan (PKBL) menjadi salah satu upayah untuk mengelolah 

dampak dari kebijakan dan kegiatan operasional terhadap masyarakat dan 

lingkungan alam secara berkesinambungan. Program kemitraan (PK) merupakan 

amanat pemerintah untuk menyalurkan dana pinjaman kepada usaha mikro dan 

kecil serta meningkatkan kapasitas mitra binaan, sedangkan program bina 
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lingkungan (BL) merupakan pemberdayaan kondisi social masyarakat yang terdiri 

dari dari tujuh objek bantuan, yaitu: 

a. Bantuan korban bencana alam. 

b. Bantuan pendidikan. 

c. Bantuan peningkatan kesehatan. 

d. Bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum. 

e. Bantuan sarana Ibadah. 

f. Bantuan pelestarian alam.  

g. Bantuan social kemasyarakatan dama rangka pengetntasan kemiskinan. 

4.2 Hasil Penelitian 

Analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif kuantitatif 

komparatif dengan menggunakan bantuan rumus Effective Tax Rates  (ETR) 

dengan melakukan perbandingan antara biaya Corporate Social Responsibility 

(CSR) perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan hasil dari 

rumus ETR yang menunjukkan tingkat agresivitas perusahaan selama tiga periode 

yaitu 2017-2021. 

1. Perhitungan data Corporate Social Responsibilty (CSR) yang dialokasikan PT 

Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk  periode 2017-2021 sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan terhadap Stakeholder, PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk mengalokasikan dana CSR periode 2017-2021 untuk 

membiayai kegiatan CSR PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai 

berikut : 

a. Bantuan korban bencana alam. 

b. Bantuan pendidikan. 

c. Bantuan peningkatan kesehatan. 

d. Bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum. 

e. Bantuan sarana Ibadah. 
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f. Bantuan pelestarian alam.  

g. Bantuan social kemasyarakatan dama rangka pengetntasan kemiskinan. 

Tabel 4.1 
Data Biaya CSR Tahun 2017-2021 

Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
(dalam  Rupiah) 

Tahun Total CSR 

2017 Rp 28.500.000.000 

2018 Rp 39.800.000.000 

2019 Rp 48.500.000.000 

2020 Rp 50.750.000.000 

2021 Rp. 125.000.000.000 

         Sumber : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa biaya corporate social responsibility 

(CSR) yang terdapat di PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk selama 

empat tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Pada tahun 20017 jumlah 

biaya CSR sebesar Rp.  28.500.000.000, pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 

39.800.000.000,  pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 

48.500.000.000, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 

58.750.000.000 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 

125.000.000.000.  

2. Perhitungan Agresivitas Pajak Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia 

(persero) Tbk 

Untuk mengukur Agresivitas pajak PT Telekomunikasi Indonesia 

(persero) Tbk  periode 2017-2021, adapun kunci utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung dari: 

Beban pajak penghasilan 
ETR =   

 Laba Sebelum Pajak 
 

ETR menggambarkan total beban pajak penghasilan yang dibayarkan 

perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh 
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perusahaan. Semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan 

dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

Tabel 4.2 
Data Beban Pajak Penghasilan dan Pendapatan Sebelum Pajak  

Tahun 2017-2021 Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
(dalam Rupiah) 

No Tahun 
Beban Pajak 
Penghasilan 

Laba  Sebelum Pajak 

1 2017   9.958.000.000             42.659.000.000 

2 2018   9.426.000.000            36. 405.000.000  

3 2019 10.316.000.000     37.908.000.000   

4 2020 9.212.000.000    38.775.000.000 

5 2021 9.730.000.000     43.678.000.000 

Sumber: PT Telekomunikasi Indonesia  dan data diolah (2023) 
 

a. Periode 2017-2021 : 

Rp  9.958.000.000 
ETR 2017 =   

Rp  42.659.000.000 
         =  0,23 

 
 
Rp   9.426.000.000 

ETR 2018 =   
Rp  36.405.000.000 

        =  0,25 
 

Rp  10.316.000.000 
ETR 2019  = 

Rp  37.908.000.000 
          =  0,27 
     
   Rp. 9.212.000.000 

ETR 2020 = 
Rp.38.775.000.000 

          = 0.23 
 
    Rp. 9.730.000.000 
  ETR 2021 = 
    Rp. 43.678.000.000 
         = 0,22 
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Tabel 4.3 
Rekap Perhitungan ETR 

Tahun Effective Tax Rate 

2017 0,23 

2018 0,25 

2019 0,27 

2020 0.23 

2021 0.22 
   Sumber: PT. Telekomunikasi Indonesia dan data diolah (2023)  

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai ETR perusahaan pada 

tahun 2017 adalah 0,23, pada tahun 2018 nilai ETR Perusahaan adalah 

0,25,  pada tahun 2019 nilai ETR perusahaan adalah 0,27, Pada tahun 

2020 nilai ETR perusahaan adalah 0,23 dan pada tahun 2021 nilai ETR 

perusahaan adalah 0,22. Berdasarkan uraian di atas perbandingan 

antara dana CSR yang dikeluarkan perusahaan dan tingkat agresivitas 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  untuk tahun 2017-2021. 

4.3 PEMBAHASAN  

4.3.1 Perbandingan Antara Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dengan Effective Tax Rate  (ETR) 

Tabel 4.4 
Perbandingan Biaya CSR dan Agresivitas Pajak  

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  Tahun 2017-2021 
(dalam Rupiah) 

 
 

  
 

 

  

 

Sumber: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  dan data diolah(2023) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Telekomunikasi 

Indonesia yaitu perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi milik Negara Indonesia yang memiliki koneksi Infrastruktur  

Tahun 

PT Telekomunikasi Indonesia 

Corporate Social 
Responsibility 

Effective Tax 
Rates 

2017       28.500.000.000  0,23 

2018       39.800.000.000  0,25 

2019       48.500.000.000  0,27 

2020      50.750.000.000 0,23 

2021    125.000.000.000 0,22 
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(telekomunikasi) hingga Amerika Serikat, memiliki (saham) telkomsel yang kuat 

(dibisnis telekomunikasi) dan pemimpin di bisnis seluler. Sebagai bentuk tanggung 

jawab PT Telekomunikasi Indonesia maka dalam aktivitasnya menganggarkan 

dana CSR. Perusahaan akan melakukan Tax Planning yang bertujuan untuk 

meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan laba perusahaan sebelum 

pajak. Dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif 

(komparatif) dengan membandingkan dana CSR yang dikeluarkan PT 

Telekomunikasi Indonesia dan Agresivitas pajak yang dihitung dari laporan laba 

rugi perusahaan.  

Dari tabel 4.1 dapat di lihat  bahwa biaya CSR yang di keluarkan PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 

28.500.000.000, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 39.800.000.000, 

pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 48.500.000.000, pada 

tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.50.750.000.000 dan pada tahun 

2021 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 125.000.000.000. Dari tabel 4.2 yaitu 

Nilai Effective Tax Rate yang merupakan alat analisis yang di gunakan untuk 

mengetahui tingkat Agresivitas perusahaan yang mana beban pajak penghasilan 

perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan.apabila hasil 

nilai dari ETR perusahaan semakin kecil maka perusahaan semakin agresif 

terhadap pajak. Pada tabel 4.2 tahun 2017 nilai ETR perusahaan yaitu 0,23 pada 

tahun 2018 nilai ETR 0,25,  pada tahun 2019 nilai ETR 0,27, pada tahun 2020 nilai 

ETR 0’23 dan pada tahun 2021 nilai ETR 0,22. 

Data yang terdapat dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 dapat dibandingkan 

antara dana CSR yang dianggarkan perusahaan dan tingkat agresivitas yang 

diukur menggunakan ETR PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pada 

tahun 2017 sampai 2021, yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 dimana tabel ini 

menunjukkan pada tahun 2017 desngan dana CSR yang dianggarkan PT 
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Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebesar RP 28.500.000.000 dan pada 

tahun yang sama tingkat agresivitas perusahaan 0,23,  pada tahun 2018 dana 

CSR PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah  Rp 39.800.000.000 

dengan tingkat agresivitas sebesar 0,25  pada tahun 2019 biaya CSR yang 

dianggarkan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah Rp. 

48.500.000.000 dengan tingkat agresivitas sebesar 0,27 pada tahun 2020 dana 

CSR yang di anggarkan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah Rp 

50.750.000.000 dengan tingkat agresivitas sebesar 0,23 dan pada tahun 2021 

dana CSR pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah Rp 

125.000.000.000 dengan tingkat agresivitas sebesar 0,22. Dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi dana CSR yang dikeluarkan maka hasil ETR semakin jauh dari 

angka 0 yang menunjukkan semakin tinggi level kegiatan CSR yang dilakukan 

perusahaan maka semakin rendah tingkat Agresivitas pajak perusahaan.  

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yaitu Utami (2021) yang mengungkapkan bahwa CSR memiliki 

pengaruh negative terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa semakin 

tinggi level kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah 

tingkat agresivitas pajak perusahaan. 

4.3.2 Klarifikasi Tabel Perbandingan Biaya Corporate Social Responsibility 

(CSR) Dengan Effective Tax Rate (ETR) 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten di mana pada tahun 2017-2018-2019, mengalami peningkatan ETR 

yang seharusnya mengalami penurunan jika hanya berdasarkan pada 

pertimbangan biaya CSR  karena biaya CSR 2017-2018-2019 mengalami 

peningkatan.  

 Oleh karena itu dilihat dari laba-rugi  pada tahun 2017-2018-2019 

mengalami peningkatan dan hasil ETR tidak sepenunya di pengaruhi oleh CSR. 
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Oleh karena itu beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan ETR di Tahun 

2017-2018-2019 yaitu : 

1. Biaya CSR 

2. Beban opersional,pemeliharaan dan jasa komunikasi 

3. Beban karyawan  

4. Beban interkoneksi 

5. Beban umum dan administrasi  

6. Beban pemasaran  

7. Laba selisi kurs – bersih 

8. Penghasilan lain  

9. Beban lain 

Faktor tersebut berdasarkan dengan UU No. 36 tahun 2008. UU No. 36 

Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan untuk kegiatan 

CSR,akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya yang  bisa 

dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaiatan dengan isu konsumen, 

pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi 

manusia. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya 

promosi,biaya beasiswa, biaya magang, dan pelatihan, biaya kupon makanan dan 

minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, 

cadangan biaya. 

Kemudian pada dua tahun terakhir 2020-2021 PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan ETR.  Hal itu sejalan dengan biaya  

CSR yang cukup besar. Peningkatan alokasi dana CSR dimana pada tahun 2020 

-2021 atas peristiwa yang luar biasa sehingga PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk, ikut serta membantu perekonomian masyarakat saat Covid-19 

melanda Indonesia,  dan bantuan yang di salurkan yaitu bantuan di bidang 
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pendidikan yang berupa kuota gratis/kuota belajar untuk memberikan keringan 

untuk melakukan belajar online .  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, maka 

ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif (komparatif), yaitu dengan membandingkan biaya 

CSR PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan Agresivitas perusahaan 

menggunakan alat ukur Effective Tax Rate (ETR), menunjukan hasil ETR tidak 

sepenuhnya di pengaruhi oleh CSR . Maka dari itu hasil penelitian  ini 

mengungkapkan bahwa kegiatan CSR tidak  seiring dengan agresivitas terhadap  

Pajak. Dimana  ketika dana CSR semakin besar maka tingkat agresivitas yang 

rendah. Namun hasinya tidak konsisten disebabkan oleh faktor selain biaya CSR. 

5.2 Saran  

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka 

penulis mengajukansaran terkait hasil yang didapat yaitu: 

1. Bagi pemerintah, yaitu agar dapat meningkatkan dan mendukung kegiatan 

CSR secara terus menerus sehingga ekonomi masyarakat sekitar dan 

tenaga kerja serta lingkungan terus menerus berkembang secara 

berkelanjutan dan dapat member dampak yang positif bagi perekonomian 

masyarakat serta dapat mencari upaya pencegahan seperti memberikan 

batasan besaran insentif pajak atas utang pajak dan mendorong 

perusahaan untuk tetap bersikap transparan dalam melaporkan 

keuangannya 

2. Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya kepada perusahaan yang 

bdalam operasionalnya menerapkan kegiatan Corporate  Social 



 
43 

 

 
 

Responsibility (CSR) yang tidak hanya peduli kepada shareholdertetapi 

juga kepada Stakeholder. Hal itu dikarenakan perusahaan yang 

menerapkan CSR ternyata terindikasi memiliki tingkat agresivitas pajak 

perusahaaan yang rendah.perbaiki sarannya, harus sejalan dgn 

kesimpulan. 
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Data Pajak penghasilan Badan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk 

pada Tahun 2017-2021 
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